KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 148/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PADA PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka pelaksanaan audit laporan
dana kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, perlu
menetapkan kantor akuntan publik;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42
ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Magelang tentang Penetapan Kantor Akuntan
Publik pada Pelaksanaan Audit Laporan Dana
Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, . . .
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Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 201);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . ..
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Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1059);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomr 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang
Dikecualikan pada  Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 765);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2020 ...
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2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam
Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1068);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
454 /HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang Pedoman
Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Nomor
514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X /2020 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang
Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang
Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang
Nomor 37 /PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-
Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan
Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Magelang Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang
Nomor 33/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/IlI/2020 tentang
Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang

Tahun . ..
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Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang
Nomor 83/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/IX /2020 tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Magelang Nomor 33/PL.02.5-
Kpt/3371/Kota/Il[/2020 tentang Pedoman Teknis
Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota
Magelang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota
Magelang Nomor 25 Tahun 2019 Nomor
510/PP.01.2-SPj/3371/Kota/X/2019 tentang
Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang
Tahun 2020;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota
Magelang Nomor 99/PL.02.5-
BA/3371/Kota/XI/2020 tanggal 27 November
2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAGELANG TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN
PUBLIK PADA PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020.

Menetapkan Kantor Akuntan Publik pada Pelaksanaan
Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dalam
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan
pekerjaan audit laporan dana kampanye sesuai dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 . . .
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514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota;

Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU Keputusan ini wajib menyelesaikan
dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit
kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang paling
lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Laporan
Dana Kampanye Pasangan Calon dari KPU Kota
Magelang (sejak tanggal 7 s.d tanggal 21 Desember
2020).

Segala biaya yang timbul dalam kegiatan audit dana
kampanye dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020
pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

e

b

Bagian Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 148/PL.02.5-Kpt/3371/Kota/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA PELAKSANAAN
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

NO Bk KAFI,\S‘S&}? BUNTAN NAMA AKUNTAN PUBLIK ALAMAT PASANGAN CALON YANG DIAUDIT
1 2 3 4 5
) Drs. Soeroso Drs. Soeroso J1. Beo No. 49 Demangan Baru | Dr. H. Muchamad Nur Aziz, Sp.PD.
Donosapoetro, M.M. Donosapoetro, M.M. Yogyakarta dan Drs.KH. M. Mansyur, M.Ag.
& Darsono & Budi Cahyo Budi Cahyo Santoso Jl.Mugas Dalam No. 65 Aji Setyawan, S.I.LKom., dan
Santoso Semarang Dra. Windarti Agustina

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON
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